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BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG

NOMOR: 188.45/349.A/KEP/DPMPTSPP/2019
TENTANG
PELAKSANAAN INOVASI KEMUDAHAN LAYANAN BERUSAHA MELALUI PROGRAM KERISI (KIOS PELAYANAN INFORMASI DAN PERIZINAN INVESTASI/BERUSAHA TERINTEGRASI) PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN  KABUPATEN BELITUNG
 BUPATI BELITUNG,
Menimbang
:
a. 
bahwa untuk meningkatkan iklim investasi/berusaha dan pelayanan kepada masyarakat, dalam hal kemudahan berusaha terutama pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Belitung, perlu ditetapkan Pelaksanaan Inovasi Kemudahan Layanan Berusaha Melalui Program KERISI (Kios Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi/Berusaha Terintegrasi) pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian  Kabupaten Belitung;


b.
bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung;

Mengingat
:
1. 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penamanam Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5  Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor  4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Be;itung Nomor 40);
11. Peraturan Bupati Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 49); 
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU
:
Menetapkan Program KERISI (Kios Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Terintegrasi) pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung sebagai Program Inovasi Kemudahan Layanan Investasi/Berusaha terutama untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Belitung.
KEDUA
:
Pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan dilaksanakan melalui kerjasama dengan  Kecamatan, Kelurahan dan Kantor Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung, dengan diawali penandatanganan komitmen bersama antara Camat, Lurah dan Kepala Desa dengan Bupati Belitung. 

KETIGA
:
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan  di Tanjungpandan
pada tanggal 28 Juni 2019
BUPATI BELITUNG,
Ttd.
ttd.
SAHANI SALEH
SALINAN
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Salinan sesuai dengan aslinya 


KEPALA BAGIAN HUKUM, 








ttd.





IMAM FADLLI, S.H. 


NIP. 197109152001121002





Salinan sesuai dengan aslinya 


KEPALA BAGIAN HUKUM, 








ttd.





IMAM FADLLI, S.H. 


NIP. 197109152001121002
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